Surat terbuka kepada para
anggota Komite Perilaku Bisnis

yang Bertanggung Jawab OECD

Kami - berbagai organisasi Masyarakat Adat, organisasi Masyarakat
Keturunan Afrika, pembela wilayah ruang hidup dan hak asasi manusia
serta pemegang-hak yang terkena dampak langsung oleh berbagai kegiatan
korporasi, bersama dengan sekutu masyarakat sipil lokal dan internasional
- menulis kepada Anda menjelang pertemuan Platform Inklusif untuk Kerja
Sama Kebijakan Uji Tuntas Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan
Pembangunan (OECD), yang berlangsung di Paris selama pekan Perilaku
Bisnis yang Bertanggung Jawab (pekan RBC), 29 Juni - 2 Juli 2026.

Kami menyambut baik upaya-upaya OECD dan Rekomendasi Dewan
tentang Peran Pemerintah dalam Mempromosikan Perilaku Bisnis yang
Bertanggung Jawab, dan pada tahun ke-50 Pedoman OECD untuk
Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab
(Pedoman OECD), kami bersama-sama menyerukan ambisi yang lebih
besar oleh negara-negara anggota OECD untuk menetapkan dan
menegakkan langkah-langkah yang mengikat untuk meminta
pertanggungjawaban perusahaan multinasional atas berbagai
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) individu dan kolektif serta
perusakan lingkungan, dan untuk memastikan penyediaan pemulihan.

Langkah-langkah tersebut harus selaras dengan instrumen hukum hak asasi
manusia (HAM) internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat (UNDRIP), dan yurisprudensi yang melindungi hak-hak
Masyarakat Adat atas penentuan nasib sendiri, tanah, wilayah dan sumber
daya, dan atas Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC).
Langkah-langkah tersebut juga instrumen dan yurisprudensi yang
melindungi hak-hak kolektif Masyarakat Adat dan komunitas lainnya yang
melekat erat pada tanah dengan sistem kepemilikan adat kolektif, yang
mereka atur seluruhnya atau sebagian di bawah hukum adat, dan yang
memelihara kelembagaan politik, sosial, budaya, dan ekonomi mereka
sendiri. Penting juga bahwa hak-hak perempuan dalam kelompok-
kelompok tersebut diuraikan dengan jelas dalam setiap tindakan yang
mengikat.

Kami menyerukan agar persyaratan-persyaratan tersebut menjadi
syarat untuk masuk menjadi anggota OECD.
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Selama berabad-abad, model ekstraksi, produksi, perdagangan
transnasional dan bisnis multinasional yang dominan telah memiliki
dampak negatif yang mendalam terhadap HAM, budaya, tanah,
kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Terlalu sering, model-model ini telah
diberlakukan tanpa partisipasi atau persetujuan yang berarti, merusak HAM,
sistem pemerintahan, dan kemampuan masyarakat untuk menentukan
masa depan mereka sendiri.

Masyarakat Adat, Masyarakat Keturunan Afrika, dan komunitas lain yang
terhubung dengan tanah mengalami peningkatan kekerasan, intimidasi dan
pembunuhan, dan penutupan ruang sipil yang mengkhawatirkan, termasuk
pemberangusan protes dan penggunaan Gugatan Strategis Melawan
Partisipasi Publik. Kami juga sangat prihatin dengan meningkatnya
penggunaan keamanan swasta yang didukung negara dan/atau didorong
negara yang melakukan kegiatan impunitas mutlak untuk melindungi
kepentingan-kepentingan bisnis perusahaan multinasional, seringkali
dengan mengorbankan hak, keselamatan dan kesejahteraan Masyarakat
Adat dan komunitas yang terkena dampak.

Dengan pekan RBC tahun ini yang berfokus pada 'bisnis yang bertanggung
jawab dalam dunia transisi, kami ~mendesak Anda untuk
mempertimbangkan dampak kumulatif pada Masyarakat Adat dan
komunitas yang beragam lainnya ini dari konteks geopolitik yang semakin
tidak stabil, pengikisan hukum HAM internasional yang disengaja, investasi
yang berkembang pesat dalam militerisasi dan eskalasi di dalam perang
dan konflik, krisis energi dan ketahanan pangan global serta peningkatan
terkait permintaan untuk mineral transisi, proyek biofuel dan energi
terbarukan yang sering membutuhkan sumber daya dari dalam wilayah-
wilayah mereka. Di banyak wilayah, transisi ini dilakukan tanpa
perlindungan yang memadai terkait tanah bagi Masyarakat Adat,
Masyarakat Keturunan Afrika, atau bagi masyarakat lainnya yang terkena
dampak, menciptakan tekanan baru pada tanah, wilayah, sumber daya, dan
mata pencaharian tradisional, terutama bagi kaum perempuan dan anak
gadis. Berbagai ancaman terhadap budaya, tanah, wilayah, sumber daya,
dan sistem tata kelola mereka terus meningkat, sementara ruang untuk
mengamalkan HAM semakin dibatasi.

Pesan kami kepada negara-negara anggota OECD adalah bahwa
menetapkan langkah-langkah yang memberikan kewajiban-kewajiban
yang mengikat pada bisnis multinasional, termasuk lembaga keuangan,
tidak hanya sudah lama tertunda tetapi sangat penting untuk
memastikan pencegahan segera pelanggaran HAM dan lingkungan,
serta memastikan pemulihan yang baik atas kerugian yang terus kami
alami. Langkah-langkah tersebut harus menciptakan akuntabilitas yang
jelas bagi para pelaku korporasi di seluruh rantai nilai mereka dan
memastikan bahwa para pemegang hak yang terkena dampak dapat
memperoleh keadilan ketika terjadi kerusakan.
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Pedoman OECD adalah titik rujukan yang berpengaruh bagi negara-negara
anggota OECD ketika menyusun langkah-langkah yang mengikat pada
perusahaan multinasional, dan meskipun kami mengakui bahwa revisi
Pedoman OECD pada tahun 2023 memperkuat referensi HAM Masyarakat
Adat dalam beberapa hal, kami mengambil kesempatan ini untuk
menggarisbawahi bahwa masih ada sejumlah unsur penting yang perlu
diperkuat untuk menyelaraskannya, dan langkah-langkah wajib yang
diperlukan, dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat,
hukum HAM internasional lainnya yang relevan termasuk yurisprudensi
Badan Perjanjian PBB.

Seperangkat prinsip utama (terlampir) telah disusun untuk mendukung
negara-negara anggota OECD - dan negara-negara dalam proses
penerimaan menjadi anggota OECD - untuk memastikan langkah-langkah
mengikat di masa depan pada perusahaan multinasional menggalakan
hasil positif di lapangan, daripada HAM prosedural dan tindakan uji tuntas
lingkungan saja. Bersama-sama, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk
memperkuat perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Keturunan
Afrika, dan komunitas lainnya yang terhubung erat dengan tanah.

Kami meminta Anda untuk memastikan prinsip-prinsip ini dan
penyelarasan Pedoman OECD dengan hukum HAM internasional
menjadi dasar untuk pembahasan selama pertemuan Platform Inklusif
untuk Kerja Sama Kebijakan Uji Tuntas, dan diskusi lainnya yang
diadakan selama pekan RBC.

Kami lebih lanjut menggarisbawahi bahwa proposal dan proses yang
berkaitan dengan undang-undang akuntabilitas perusahaan tingkat
nasional harus dilakukan melalui konsultasi yang bermakna dan baik
dengan Masyarakat Adat, Masyarakat Keturunan Afrika, atau komunitas
lain yang terhubung dengan tanah serta sesuai dengan hukum HAM
internasional yang relevan, termasuk Pasal 19 Deklarasi PBB tentang
Hak-Hak Masyarakat Adat.

Jika negara-negara anggota OECD, dan negara-negara yang ingin bergabung
dengan OECD, tidak dialog dengan dan memusatkan sudut pandang,
pengalaman, dan hak-hak mereka yang paling terkena dampak praktik
bisnis yang berbahaya - dan jika mereka gagal mengatasi model bisnis yang
meningkatkan ketidaksetaraan dan melanggengkan diskriminasi - janji
kebijakan dan langkah-langkah yang mengikat akan terus gagal mencapai
tujuan mencegah bahaya, melindungi hak, memastikan akuntabilitas, dan
memberikan pemulihan yang baik.
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Penandatangan:

1.Accountability Counsel
2.Action for Southern Africa - ACTSA
3.ActionAid UK
4.African Law Foundation - AFRILAW (Nigeria)
5.Alternative ASEAN Network on Burma - ALTSEAN (Myanmar)
6.Amnesty International
7.Asian Forum for Human Rights and Development - FORUM-
ASIA
8.Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries
and Energy - AIPNEE
9.Asociacién de mujeres Sinchi Warmikuna (Ecuador)
10.Association of Indigenous Village Leaders in Suriname
(Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname) -
VIDS (Suriname)
11.Asociacién Pro Derechos Humanos - APRODEH (Peru)
12.Asociacién ProPurs (Peru)
13.Asociacién Pro Derechos Humanos de Espafia - APDHE
(Spain)
14.Association for Sustainable Development INKINGI - ASD-
INKINGI (Uganda)
15.Association Marocaine des Droits Humains - AMDH
(Morocco)
16.Association Mpo'ong ya nkwano (Cameroon)
17.Autonomous Territorial Government of the Wampis Nation
- GTANW (Peru)
18.BankTrack
19.Benet Mosop Indigenous Community Association - BMCA
(Uganda)
20.Bir Duino-Kyrgyzstan (Kyrgyzstan)
21.Botswana Centre for Human Rights - DITSHWANELO
(Botswana)
22.Business and Human Rights Centre - BHRC
23.Caflamomo and Lomaprieta Indigenous Reserve (Colombia)
24.Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS (Argentina)
25.Center of Economic and Law Studies - CELIOS (Indonesia)
26.Centre for Human Rights and Development - CHRD
(Mongolia)
27.Centro Interdisciplinario de Investigacién y Desarrollo
Alternativo U Yich Lu’um (Mexico)
28.Centro de Politicas Publicas y Derechos Humanos —
EQUIDAD (Peru)
29.Centre for Research on Multinational Corporations - SOMO
30. Coffee Watch
31.Colectivo de abogados y abogadas Jose Alvear Restrepo -
CAJAR (Colombia)
32.Comisién Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU
(Ecuador)
33.Comisidn Intereclesial de Justicia y Pa - CIJP (Colombia)
34.Conectas Direitos Humanos (Brasil)
35.CooperAccion
36.Corporate Justice Coalition (UK)
37.Dayak Voices for Change (Indonesia)
38.Defence of Human Rights and Public Services Trust - DHR
(Pakistan)
39.EarthRights International
40.Earthsight (UK)
41.Egyptian Initiative for Personal Rights - EIPR (Egypt)
42.European Coalition for Corporate Justice - ECCJ
43.Environmental Investigation Agency - EIA
44.ETOs Watch Coalition (Thailand)
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45, Federacion por la Autodeterminacion de los Pueblos
Indigenas - FAPI (Paraguay)

46.Federacion de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes
- FECONAU (Peru)

47.Federacdo do Povo Huni kui do Estado do Acre - FEPHAC
(Brazil)

48.Federacion de Pueblos Indigenas Kechwa Chazuta
Amazonia - FEPIKECHA (Peru)

49.Forest Peoples Programme

50.Front d’Action Amazigh -Amyaway Imazighen (Morocco)

51.Fundacién Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ
(Peru)

52.Fundacién Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud
en Todas sus Formas (Chile)

53.Global Rights Advocacy

54.Green Development Advocates - GDA (Cameroon)

55.Green Advocates International (Liberia)

56.Homa - Instituto Brasileiro de Direitos Humanos e
Empresas (Brazil)

57.Indigenous Peoples Rights International - IPRI

58.Instituto Cordilheira (Brazil)

59. Institute for Community Studies and Advocacy - ELSAM
(Indonesia)

60. Instituto de Defensa Legal - IDL (Peru)

61.International Federation for Human Rights - FIDH

62.International Roundtable for Sustainable Tea - THIRST

63.Jamaa Resource Initiatives (Kenya)

64.JPIC Kalimantan (Indonesia)

65.Kaoem Telapak (Indonesia)

66.Kazakhstan International Bureau for Human Rights and
Rule of Law (Kazakhstan)

67.Kenya Human Rights Commission (Kenya)

68.Kharkiv Human Rights Protection Group (Ukraine)

69. Korean House for International Solidarity - KHIS (Korea)

70.Korean Transnational Corporations Watch - KTNC Watch
(Korea)

71.Lembaga Bantuan Hukum - LBH ANGSANA (Indonesia)

72.League for the Defence of Human Rights in Iran - LDDHI
(Iran)

73.Lembaga Bentang Alam Hijau -LemBAH (Indonesia)

74.Ligue Burundaise des droits de ’homme / Ligue Iteka
-LBDH (Burundi)

75.Ligue des droits de ’lHomme - LDH (France)

76.Manushya Foundation (Thailand)

77.Migrant Forum in Asia - MFA

78.MiningWatch Canada

79.Minority Rights Group

80.Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH (Brasil)

81.0bservatorio Ciudadano (Chile)

82.0ECD Watch

83.0rganisation Guinéenne de Défense des Droits de 'Homme
et du Citoyen - OGDH (Republic of Guinea)

84.0rganisation Nationale des Droits de 'Homme du Sénégal
(Senegal)

85.0rganizacién Venezolana de J6venes para las Naciones
Unidas (Venezuela)

86.0xfam

87.0yu Tolgoi (OT) Watch (Mongolia)

88. Partners for Dignity & Rights

89.Partners in Change



Penandatangan

90. Pastoralists Alliance for Resilience and Adaptation Across
Nations - PARAAN (Kenya)

91.Peace Brigades International - PBI

92. Philippine Alliance of Human Rights Advocates - PAHRA
(Philippines)

93.Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos
Humanos de Peri - PSCDEH (Peru)

94. Prilaka Community Foundation (Nicaragua)

95.Programa Laboral de Desarrollo - PLADES (Peru)

96.Proyecto de Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales -
ProDESC (Mexico)

97.Proyecto sobre Organizacién, Desarrollo, Educacién e
Investigacién - PODER (Latin America)

98.Public Association “Dignity” / Kadir-kasiyet (Kazakhstan)

99.Public Eye (Switzerland)

100.Rainforest Foundation UK

101.Red de mujeres defensoras de la vida - REMUDEV

102.Red Peruana por una Globalizacién con Equidad - REDGE
(Peru)

103. Red Yaku Warmikuna defensoras y guardianas del agua
(Peru)

104.Refugee and Migratory Movements Research Unit - RMMRU
(Bangladesh)

105.Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de 'lHomme
- RADDHO (Africa)

106.Resource Justice Network Madagascar - RIN MG
(Madagascar)

107.Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique
Centrale - REDHAC (Central Africa)

108.Sawit Watch (Indonesia)

109.Scottish Catholic International Aid Fund - SCIAF

110.SIRGE Coalition

111.Social Entrepreneurs for Sustainable Development -
SESDev (Liberia)

112.Swedwatch

113.Taiwan Association for Human Rights - TAHR (Taiwan)

114.Tanzania Human Rights Defenders Coalition - THRDC
(Tanzania)

115. Terra de Direitos (Brazil)

116.Transparency International - TI-MG (Madagascar)

117.Vereniging van Saamaka Gemeenschappen - VSG
(Suriname)

118.Vietnam Committee on Human Rights - VCHR (Vietnam)

119.Voices for Minorities and Indigenous Peoples (Switzerland)

120.Water Witness International
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Lampiran: Prinsip-prinsip utama untuk undang-
undang akuntabilitas perusahaan yang efektit

e Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan bisnis untuk menghormati semua hak asasi
manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak asasi manusia individu dan kolektif
Masyarakat Adat yang diartikulasikan dalam hukum hak asasi manusia internasional, seperti hak untuk
menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak atas budaya, hak atas
pemerintahan sendiri, dan hak atas Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC), antara
lain.

e Undang-undang tersebut mewajibkan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Keturunan Afrika,
masyarakat lokal, dan pemegang hak terdampak lainnya, sesuai dengan perlindungan hak asasi
manusia internasional yang berlaku.

e Hukum adat, sistem tata kelola, dan lembaga pengambilan keputusan harus dihormati.

e Undang-undang tersebut mencakup kegiatan bisnis di seluruh rantai nilai dan di semua sektor,
termasuk lembaga keuangan.

¢ Undang-undang tersebut secara jelas tegas mensyaratkan pendekatan responsif gender untuk menilai
dampak, dan mengharuskan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan.

e Undang-undang tersebut harus mengatasi pelanggaran historis dan sedang terjadi, dengan
mewajibkan aktor korporasi menemukenali, mengatasi dan memulihkan kerugian masa lalu yang
belum terselesaikan yang terkait dengan operasi, produk, atau rantai nilai mereka.

e Undang-undang tersebut memerintahkan perlindungan korban, saksi, dan pelapor, dengan
memberikan perhatian khusus kepada pembela wilayah dan hak asasi manusia yang menghadapi
ancaman, pembalasan, intimidasi dan kekerasan.

e Undang-undang tersebut memberlakukan persyaratan uji tuntas dan akuntabilitas yang lebih tinggi di
zona konflik dan wilayah lainnya yang berisiko tinggi bagi pembela hak asasi manusia (termasuk
pembela lingkungan dan Masyarakat Adat).

e Undang-undang tersebut memasukan persyaratan untuk mencegah, mengatasi, dan memulihkan
kerusakan terhadap alam dan iklim, dan lingkungan secara lebih luas, termasuk perlindungan
ekosistem dan spesies yang sensitif dan terancam punah. Dalam pengertian ini, undang-undang
akuntabilitas perusahaan harus mengharuskan bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap standar
perlindungan lingkungan internasional di semua titik dalam rantai nilai, baik secara nasional maupun
internasional untuk semua barang dan jasa.

e Undang-undang tersebut mencakup mekanisme pemantauan mandiri dan/atau sistem peringatan
masyarakat dan mudah terjangkau oleh masyarakat yang terkena dampak, sehingga pihak berwenang
dapat diberitahu tepat waktu tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan
perusahaan yang menjual barang dan jasa. Mekanisme tersebut harus mudah terjangkau melalui
prosedur yang sesuai dengan budaya dan keterlibatan dengan lembaga perwakilan.
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¢ Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk menyediakan mekanisme keluhan yang
memenuhi kriteria efektivitas yang sesuai (misalnya kriteria yang diusulkan berdasarkan Prinsip 31
UNGP), dan seharusnya melengkapi, bukan menggantikan, akses ke peradilan dan upaya hukum
berbasis Negara lainnya.

¢ Undang-undang tersebut tidak boleh hanya menjadi kotak centang atau latihan kepatuhan, tetapi
dirancang untuk mencapai hasil yang berarti yang menghasilkan penghormatan terhadap hak asasi
manusia dan perlindungan lingkungan secara nyata.

¢ Undang-undang tersebut mewajibkan penilaian dasar perusahaan yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi apakah tindakan perusahaan secara efektif mencegah bahaya, menghormati hak, dan
berkontribusi pada peningkatan hasil dari waktu ke waktu.

¢ Undang-undang tersebut memastikan perusahaan mengumpulkan dan secara transparan
membagikan informasi dasar dan terbaru, untuk memungkinkan kemajuan mereka dilacak dengan
mudah.

¢ Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan/memberikan informasi
kepada Masyarakat dan masyarakat terdampak atau berpotensi terdampak tentang kegiatan bisnis
yang terkait dengan mereka yang memiliki atau mungkin berdampak pada hak asasi manusia atau
lingkungan. Masyarakat dan masyarakat terdampak seharusnya dapat memperoleh informasi seperti
ini tanpa perlu menggunakan litigasi.

¢ Undang-undang tersebut memerintahkan transparansi yang lebih besar atas kegiatan perusahaan
secara umum, terutama terkait dengan kepemilikan perusahaan (dan kelompok perusahaan), aliran
keuangan dan ketertelusuran rantai nilai (hingga ke unit produksi, termasuk entitas yang menyediakan
pendanaan) serta pemetaan pemegang hak dan metodologi terkait yang penting dan prioritas,
termasuk metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat terdampak dan menilai
risiko.

e Undang-undang tersebut harus memastikan bahwa perusahaan tidak dapat menghindari tanggung
jawab dengan perubahan kepemilikan, restrukturisasi perusahaan, divestasi, akuisisi atau penggunaan
perusahaan cangkang dan kendaraan perusahaan lainnya.

¢ Undang-undang tersebut memastikan pilihan keluar atau divestasi (misalnya, mengakhiri hubungan
bisnis) hanya menjadi upaya terakhir, dan keterlibatan untuk memajukan hak asasi manusia harus
menjadi langkah pertama. Setiap pelepasan yang diperlukan harus dilakukan secara bertanggung
jawab, sejalan dengan Pedoman OECD tentang pelepasan yang bertanggung jawab.

¢ Undang-undang tersebut harus menawarkan berbagai jalan akuntabilitas: termasuk pemantauan dan
verifikasi pemerintah melalui regulator, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata
serta mekanisme peradilan lain yang lebih mudah terjangkau. Mengakses pengadilan internasional
sangat mahal dan sulit, sehingga setiap undang-undang akuntabilitas perusahaan di masa depan
harus mengambil pendekatan untuk memberi insentif kepada tindakan dan pemulihan nyata di
lapangan. Jika hal ini tidak tercapai, hal ini harus memastikan bahwa hambatan hukum, prosedural,
dan keuangan dalam mengakses keadilan diminimalkan.

¢ Undang-undang tersebut memastikan perusahaan memiliki tanggung jawab dalam kaitannya dengan
produksi dan akhir masa pakai kemasan mereka.

¢ Undang-undang tersebut memiliki strategi sosialisasi global untuk memastikan pemegang hak
memahami hukum dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus mereka.
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